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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1)
dan ayat (2) Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah serta guna kelancaran penyelenggaraan dan
pelaksanaan tugas tenaga ahli fraksi-fraksi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2014, maka perlu
menentukan standar biaya tenaga ahli fraksi-fraksi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun
Anggaran 2014;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Biaya Tenaga Ahli Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran
2014;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3825);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851};

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286); '

Undang-Undang Nomor Ol Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5043);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lLembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01 Tahun
2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2005 Nomor 01)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 17 Tahun 2007

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2007 Nomor 19);




14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Kecamatan
Kabupaten Lampung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Timur Nomor 18 Tahun 2013 (Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 18);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009

Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Timur Nomor 01);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 01
Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Timur Tahun 2014 Nomor 01);

17. Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur;

18. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Timur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TENAGA AHLI

FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Bupati adalah Bupati Lampung Timur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Tenaga ahli fraksi adalah seseorang yang karena keahliannya dan memenubhi
persyaratan tertentu bertugas sebagai ahli fraksi untuk membantu optimalisasi

pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota
DPRD.

BAB II
STANDAR BIAYA TENAGA AHLI FRAKSI
Pasal 2

Besaran biaya tenaga ahli fraksi masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta
rupiah) per bulan.



(2) Besaran biaya tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung
Timur yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (RKA-SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD].

Pasal 3

Pajak penghasilan tenaga ahli fraksi dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal Zo Lpiei2014

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ERWIN ARI¥IN
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